SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kebijakan mengenai Tambahan Penghasilan
Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dengan
Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 Tentang
Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan tata cara perhitungan
pemberian insentif bagi PNS yang ditempatkan pada
Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas belum
diatur, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Tambahan
Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2015 Nomor 9);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009
Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 126);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 91)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan
Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019 Nomor 18);



Menetapkan:

30. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 Tentang
Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018
Tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
Nomor 123), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Indikator disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan daftar hadir
PNS secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

(2) Indikator disiplin kehadiran dinilai berdasarkan pada
kriteria:
a. Tidak Hadir atau disingkat TH;
b. Terlambat Datang atau disingkat TD;
c. Pulang Cepat atau disingkat PC.

(3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
tidak hadir dari ketentuan sebagai berikut:

a.TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan
dibuktikan dengan surat tugas;

b.TH 1 (satu) hari karena alasan sakit dibuktikan
dengan surat keterangan sakit secara tertulis kepada
atasan langsung dengan melampirkan  surat
keterangan dokter;

c. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan Surat Izin
Cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

d. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf
a sampai dengan huruf c

(4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai
pengurangan sebanyak 5%.

(5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TD,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
terlambat datang dari ketentuan jam masuk kerja yang
berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. TD dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan
dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah
tugas;

b. TD dengan alasan karena sesuatu hal yang bersifat
urgent atau insidental dibuktikan dengan surat
pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh
pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.

c. TD dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b.

TD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf ¢ dikenai
pengurangan sebagai berikut :

a. TD1 merupakan terlambat datang sampai dengan 1
(satu) jam dari jam masuk sesuai ketentuan yang
berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1%;

b. TD2 merupakan terlambat datang lebih dari 1 (satu)
jam sampai dengan 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit
dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku,
ditetapkan pengurangan sebesar 2%; dan

c. TD3 merupakan terlambat datang lebih dari 1 (satu)
jam 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai
ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12. 00
WIB, ditetapkan pengurangan sebesar 3%.

Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada PC,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang
berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PC dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan
dibuktikan dengan surat tugas;

b. PC dengan alasan sakit, musibah atau alasan lain
yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan
surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui
oleh pimpinan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
sebulan.

c. PC dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b.

PC sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf c dikenai
pengurangan sebagai berikut :

a. PC1 merupakan pulang cepat sampai dengan 1 (satu)
jam sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang
berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1%;

b. PC2 merupakan pulang cepat lebih dari 1 (satu) jam
sampai dengan 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit
sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku
ditetapkan pengurangan sebesar 2%;

Format surat pernyataan dari yang bersangkutan dan

diketahui oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (7) b

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

PASAL II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak bulan Maret 2019.
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 April 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang

pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

S

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003




